
BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Hasil penelitian yang dibahas dalam studi ini menyimpulkan hal hal sebagai berikut: 

1. Eksistensi Kewenangan  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonsia Dalam Sistem 

Parlemen Di Indonesia Paska Amandemen ke-3 UUD 1945 Pasal 22 belum tegas dan 

masih mengandung multitafsir atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 22 mengenai kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.. 

Akibat hal tersebut Dewan Perwakilan Daerah belum mendapatkan bargaining 

position pada saat pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perwakilan-

perwakilanya. Dalam Pasal tersebut Dewan Perwakilan Daerah hanya dapat sebatas  

mengajukan Rancangan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, namun tidak ikut 

serta dalam pengambilan putusan Rancangan Undang-Undang tersebut. Sehingga 

perlu dilakukanya amandemen kelima. 

2. Kajian Siyasah  telah memberikan aturan agar  Dewan Perwakilan Daerah bisa seperti 

Ahlul   Halli   Wall-‘Aqdi yang memiliki kewenangan sebagai dewan pengawas dalam 

proses hingga sampai pada pengawasan dan implementasinya untuk kemaslahatan 

bangsa. Ini artinya terputusnya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem 

pemerintahan di Indonesia belum sejalan dengan konsep hukum tatanegara dalam 

perspektif Islam terhadap jalannya pemerintahan berdasarkan nilai nilai dalam Nash 

sehingga anggota Dewan Perwakilan Daerah ataupun Dewan lainnya dapat betul-

betul menjalani apa yang diamanatkan oleh rakyat. 

 

 

B. REKOMENDASI 

1. Upaya mengokohkan eksistensi Kewenangan  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonsia 

Dalam Sistem Parlemen Di Indonesia Pasca Amandemen ke-3 UUD 1945 Pasal 22  

diperlukan ketegasan dan meminimalisir multitafsir atas Pasal tersebut, sehingga  Dewan 

Perwakilan Daerah memiliki bargaining position pada saat pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan perwakilan-perwakilannya.  



2. Dewan Perwakilan Daerah dapat dibangun seperti konsep Ahlul   Halli   Waal-‘Aqdi pada 

sisi kewenangan pengawasan tak terbatas terhadap jalannya pemerintahan dan seperti 

konsep al sulthah al-tashri’iyah dari aspek proses dan aktifitas kerja kelembagaan . 
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